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<b>BASTRAK<b><br>

Pada Repelita VI Tahun 1994-1999 telah dicanangkan sasaran jasa-jasa di luar sektor minyak dan gas bumi,
yang berupa jasa nonfaktor dan pendapatan faktor. Namun demikian, pada perencanaan sasaran tersebut
dijumpal adanyanilai defisit yang semakin membesar, yaitu pada pengangkutan, biaya angkutan, dan jasa-
jasalain, serta bunga dan transfer keuntungan penanaman modal asing dan bank asing. Sementara itu, pada
sektor jasa perjalanan, pariwisata, dan transfer tenaga kerja menunjukkan perangkaan yang selalu surplus.
<br><br>

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor internal dan eksternal apayang
mendukung dan menghambat usaha pelayaran nasional Indonesia, apakah Paket November 21 Tahun 1988
dapat meningkatkan usaha pelayaran di Indonesia, dan strategi apa yang harus ditempuh oleh pemerintah
untuk menumbuhkembangkan usaha pelayaran nasional Indonesia di masa yang akan datang ?

<br><br>

Data yang digunakan sebagai bahan analisis diperoleh dari data sekunder dengan mengumpulkan laporan-
laporan, buletin-buletin, dan pustakan lain yang kompeten dengan usaha pelayaran di Indonesia. Penelitian
ini jugadilengkapi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam dengan para
pengambil keputusan yang berkepentingan dengan usaha pelayaran. Wawancara dilakukan terhadap pejabat
pada Direktorat Jenderal Lalulintas Angkutan Laut dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat INSA.

<br><br>

Berdasar hasil analisis menunjukkan bahwa Paket November 21 Tahun 1988 mempunyai pengaruh yang
besar dan positif terhadap usah pelayaran di Indonesia, seperti jumlah perusahaan pelayaran dan
nonpelayaran mengalami peningkatan dan pangsa dan laju pertumbuhan jumlah dan kapasitas kapal pada
armada pelayaran internasional meningkat. Namun demikian, perlu diakui pula bahwa kebijakan ini juga
mempunyal dampak yang negatif, seperti ekses demand tenaga kerja pelaut profesional disubstitusi oleh
tenaga kerja asing.

<br><br>

Sehubungan dengan penerapan Paket November 21 Tahun 1998, saran yang disampaikan adalah Indonesia
harus mempercepat pengembangan kapal samudera modern yang bertonase besar. Tranparansi kinerja
industri strategis perkapalan harus ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan diplomasi anti dumping
terhadap operasionalisasi kapal oleh negara pemilik kapal atau perusahaan.

<br><br>
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